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ABSTRAK

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara seorang suami dan
istri. Kasus perceraian di Pengadilan Agama Cilacap banyak terjadi atas permohonan
cerai dari pihak istri yang disebut sebagai cerai gugat. Perkara cerai gugat di
Pengadilan Agama Cilacap mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun
terakhir dari Tahun 2017 sampai dengan 2021 dengan banyak faktor penyebab yang
melatarbelakanginya. Maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
bagaimana faktor penyebab meningkatnya perkara cerai gugat dan alternatif solusi
mengatasinya.

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan dengan jenis
penelitian kualitatif. Dengan melakukan penelitian di lapangan secara langsung dan
mengamati kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Agama Cilacap terkait dengan
faktor penyebab meningkatnya perkara cerai gugat. Metode pengumpulan data
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis
data dalam penelitian ini mengelompokkan data ke dalam satuan-satuan yaitu reduksi
data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan, untuk memperjelas hasil
penelitian peneliti menarik kesimpulan atau pokok pikiran dari hasil penelitian.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus perceraian di Pengadilan
Agama Cilacap mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor penyebab
meningkatnya kasus perceraian dilatarbelakangi oleh 3 faktor terbesar yaitu faktor
ekonomi, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan meninggalkan salah
satu pihak. Faktor lain yang menyebabkan perceraian adalah kekerasan dalam rumah
tangga, salah satu pihak pemadat, berzina, penjudi, pemabuk, dihukum penjara,
poligami, cacat badan, kawin paksa dan murtad.

Kata Kunci: Faktor Penyebab, Cerai Gugat, Alternatif Solusi
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PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu
ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini adalah penyalinan huruf-huruf
Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang
digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari
1988.

. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah in1 daftar huruf Arab

itu dan transliterasinta dengan huruf lain.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
alif Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan
< ba’ B Be
< ta’ T Te

Es (dengan titik di
atas)

z Jim J Je

viii
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Ha (dengan titik di

< ha H bawah)
z kha’ Kh Ka dan kha
2 Dal D De
3 7al 7 Zet (dengan titik di
atas)
2 ra R Er
J zai Z Zet
o sin S Es
o syin Sy es dan ye
e Gh S Es (dengan titik di
bawah)
” . De (dengan titik di
== dad D bawah)
: = Te (dengan titik di
5 ta > bawah)
% - 7 Zet (dengan titik di
L i bawah)
o - Koma terbalik (di
& am | .
atas)
¢ Gain G Ge

1X
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- fa F Ef
3 Qaf Q Qi
K Kaf K Ka
d lam 7 El
a Mim M Em
O Nin N En
b Wawu W We
s ha H Ha
¢ Hamzah 1 Apostrof
¢ ya’ Y Ye

B. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

I. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut :
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Tanda Nama Huruf Latin Nama
: Fathah A A
- Kasrah I I
: Dhammah U U

Contoh :

C_Lf — kataba

j,,f’ > — zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

Lads - yazhabu

&2 - duriba

harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu :

Tanda dan
Nama Huruf Latin Nama
Huruf
& Fathah dan Ya Ai adani
c & Fathah dan Wawu Au adanu
Contoh :
(S~ kaifa J3 - haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan
Nama Huruf dan Tanda Nama
Huruf
’ Fathah dan AlLif a dan garis di
zdan g/f A
atau Ya atas

X1
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1 dan garis di
dan g Kasrah dan Ya I
atas
d Dhamman dan U u dan garis di
an ,
Wau atas
Contoh
Jii- qala L —qila
s —rama j;-éa —yaqlu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua :

1. Ta’ Marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan

dhammabh, transliterasinya adalah /t/.

ity Ditulis Bifahisyah

2. Ta Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah /t/.
L P Mikmah
s DS ‘illah

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta

marbutah itu di transliterasinya dengan ha (h).

X1l
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sL3YI s Ditulis Karamah al-auliya

E. Syaddah
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam literasinya ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

LZ; — rabbana

)Jl — al-birr

F. Kata Sandang Alif + Lam
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu

Ji . namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh

huruf qamariah.

1. Kata sandang vyang diikuti oleh huruf Qomariyah ditulis dengan

menggunakan huruf “ 7"

ol Ditulis Al-Qur’an

okl Ditulis Al-Qiyas

2. Kata sandang yang diikui oleh Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan

menghilangkan huruf “7“ nya.

slal Ditulis As-Sama

Xiii
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] Ditulis Asy-Syams

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

P el (s Ditulis Zawi al-furoid
Lo \_,-L‘" Ditulis Ahl as-sunnah
G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa hamzah
ditransliterasinya dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak pada bagian tengah
dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan,
karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

4 ‘i -
1. Hamzah di awal : &%) = umirtu

2. Hamgzah di tengah : éjiiii - ta’khuziina

-
a2y

3. Hamzah di akhir : {23 - syai’'un

H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’1l, isim maupun huruf] ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan
maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan
dua cara yaitu bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :

Zqca ] o 1 a'! géf . it
Ol3aaly (_}._..Q'l I323L6 = Fa aufu al-kaila wa al-mizana
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I. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

sl Yt Aad 1o
JJ—-_) Yi_l.qﬁ Ln)
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri untuk tujuan membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.'

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk selama-lamanya sampai
meninggalnya salah satu suami istri. Inilah yang sebenarnya diinginkan oleh
islam. Akan tetapi dalam keadaan tertentu ada hal-hal yang mengharuskan
pemutusan perkawinan, dalam arti apabila hubungan perkawinan itu
diteruskan, maka akan terjadi kerugian. Dalam hal ini islam membenarkan
pemutusan perkawinan sebagai langkah terakhir dalam usaha melanjutkan
rumah tangga. Maka dengan bercerai adalah solusi yang baik.

Perceraian adalah sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah SWT.
Istri boleh mengajukan gugat cerai terhadap suami. Akan tetapi, sebelumnya
harus ada alasan yang jelas. Jika tidak ada alasan yang jelas, maka seorang
istri menggugat cerai suaminya adalah haram. Sebagaimana disebutkan dalam
hadits Rasulullah SAW yang artinya:

“Wanita mana saja yang meminta (menuntut) suaminya untuk
menceraikan tanpa alasan yang sah, maka diharamkan bau surga bagi

! Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, The Law of Love Hukum Seputar Pranikah,
Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia, (Jakarta: Visimedia, 2015), hal. 58.

ZAmir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonsia, (Jakarta: Kencana Prenadamedia
Group, 2006), hal. 190.
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wanita itu” (HR. Abu Dawud, Al Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dishahihkan
Syaikh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud).

Seorang istri yang ingin mengajukan cerai kepada suaminya disebut
dengan cerai gugat. Permohonan cerai diajukan oleh istri ke pengadilan dan
kemudian pengadilan akan memproses dan menyetujui atau menolak gugatan
cerai. Walaupun keputusan cerai ada di tangan suami, jika pengadilan atau
hakim menyetujui gugatan cerai dari istri, hakim dapat memaksa suami untuk
menjatuhkan talak kepada istrinya.’

Setiap suami istri yang membentuk keluarga tentu memiliki tujuan
untuk mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, saling mencintai dalam ikatan
lahir dan batin yang kuat dan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah
warahmah dan sejahtera berdasarkan keridhaan dan dalam naungan Allah
SWT. Akan tetapi, dalam menjalankan bahtera rumah tangga, berbagai
masalah meliputinya. Fakta dan data menunjukkan tidak sedikit pasangan
suami istri yang mengalami situasi yang pahit yaitu perceraian.4

Setiap pasangan suami istri tentu mengharapkan yang terbaik dalam
pernikahannya agar dapat bertahan seumur hidup. Tetapi ada kalanya dimana
harapan memiliki rumah tangga yang bahagia itu tidak dapat tercapai.

Perceraian tidak dapat dihindari lagi ketika sepasang suami istri sudah tidak

Ajeng Kinanti, “Hukum Perceraian Menurut Islam dan Dalil-dalilnya”, Popmama.com,
https:/#/www.popmama.com/life/relationship/annas/hukum-perceraian-menurut-islam, diakses pada 21
Agustus 2021, pukul 01.00.

* Muzakkir Abubakar, “Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah”, Jurnal Ilmu

Hukum, Vol. 22 No. 2, (Agustus, 2020), hal. 305.
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harmonis dan tidak dapat melanjutkan lagi hubungan rumah tangga mereka
dikarenakan oleh faktor dan sebab-sebab tertentu.

Kasus perceraian di Pengadilan Agama Cilacap banyak terjadi atas
permohonan cerai dari pihak istri. Perkara paling banyak hingga saat ini
adalah cerai gugat dengan faktor ekonomi yang menjadi alasannya.

Kasus perceraian di Pengadilan Agama Cilacap yaitu cerai gugat
mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Faktor penyumbang
terbesar meningkatnya perkara cerai gugat adalah faktor ekonomi. Di
Pengadilan Agama Cilacap dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2017
sampai tahun 2021 perkara cerai gugat semakin meningkat. Pada tahun 2017
perkara cerai gugat yang diterima mencapai sebanyak 3.780. Sedangkan tahun
terbanyak perkara cerai gugat yang diterima di Pengadilan Agama Cilacap
terjadi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Tahun 2018 menerima
perkara cerai gugat sebanyak 4.323 dan pada tahun 2019 perkara cerai gugat
yang diterima mengalami kenaikan lagi mencapai 4.591. Tahun 2020 sampai
dengan 2021 masih tetap menduduki angka 4.000 namun, pada tahun 2020
sampai dengan 2021 menghadapi sedikit penurunan dari 2 tahun sebelumnya.
Tahun 2020 perkara cerai gugat yang diterima sebanyak 4.405 dan pada tahun
2021 perkara cerai gugat yang diterima sebanyak 4.380. Banyaknya perkara
cerai gugat yang diterima di Pengadilan Agama Cilacap tidak hanya faktor
ekonomi saja yang menjadi penyebabnya, meningkatnya perkara cerai gugat

di Pengadilan Agama Cilacap ini tentu juga dilatar belakangi oleh banyak
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faktor lain. Seperti perselisihan dan pertengkaran terus menerus,
meninggalkan salah satu pihak, KDRT dan faktor penyebab lainnya.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa meningkatnya perkara cerai
gugat dilatar belakangi oleh banyak faktor penyebabnya. Alternatif solusi
dalam mengurangi perkara cerai gugat ini dapat dilakukan dengan salah
satunya adalah dengan bimbingan pra nikah agar masyarakat lebih sadar akan
pentingnya menjaga keutuhan dalam rumah tangga. Untuk menjawab masalah
tersebut penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Cilacap.

Pada saat ini Pengadilan Agama Cilacap sedang memerankan
eksistensinya setelah berada dalam satu atap kekuasaan kehakiman di bawah
Mahkamah Agung RL’ Pengadilan Agama Cilacap melaksanakan tugas
pokoknya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam
dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah,
ekonomi syari’ah.®

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Faktor Penyebab Meningkatnya

04.54.

*Pengadilan Agama Cilacap, https://pa-cilacap.go.id, diakses pada 21 Agustus 2021, pukul

5Pengadilan Agama Cilacap, diakses pada 21 Agustus 2021, pukul 04.55.
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Perkara Cerai Gugat dan Alternatif Solusi Mengatasinya (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2017-2021)".
B. Definisi Operasional
1. Faktor Penyebab
Faktor adalah sebuah peristiwa atau keadaan yang menyebabkan
atau memengaruhi terjadinya’ perkara cerai gugat di Pengadilan Agama
Cilacap. Sedangkan penyebab maksudnya adalah adanya sebab/ sesuatu
yang muncul atau asal mula® yang menimbulkan alasan terjadinya perkara
cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2017-2021.
2. Meningkatnya Perkara Cerai Gugat
Perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap. Sejak Tahun
2017-2021 perkara cerai gugat mengalami peningkatan yang awalnya
tidak terlalu banyak, kasus perkara cerai gugat naik berubah menjadi
lebih banyak dari yang sebelumnya.” Perkara adalah sebuah masalah yang
perlu diselesaikan.'” Di Pengadian Agama Cilacap menangani banyak
persoalan rumah tangga, termasuk perkara cerai gugat. Dengan
banyaknya perkara yang masuk maka diperlukan penyelesaian. Perkara
yang dimaksud disini yaitu penyelesaian dalam masalah cerai gugat di

Pengadilan Agama Cilacap. Cerai gugat adalah apabila seorang istri

" KBBI Daring, hitps://kbbi.kemdikbud.go.id, diakses pada 26 September 2021, pukul 21.15.
® KBBI Daring, , diakses pada 26 September 2021, pukul 21.54.

? KBBI Daring, , diakses pada 12 Oktober 2021, pukul 21.54.

' KBBI Daring, diakses pada 12 Oktober 2021, pukul 21.57.
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memiliki keinginan untuk diceraikan dengan alasan-alasan tertentu yang
dibenarkan agama dan undang-undang.'' Banyak istri menggugat cerai
suami dengan alasan yang bermacam-macam di Pengadilan Agama
Cilacap.
3. Alternatif Solusi
Dalam sebuah permasalahan, terdapat solusi, penyelesaian atau
pemecahan masalah/jalan ke:]uarnyal.12 Dalam mengatasi peningkatan
perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Cilacap, maka
terdapat sebuah solusi/ cara untuk mengatasinya agar perkara cerai gugat
di Pengadilan Agama Cilacap dapat diminimalisir.
4. Pengadilan Agama
Pengadilan Agama, yang merupakan pengadilan tingkat pertama
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama
islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan
berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur
dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Agama.13 Berdasarkan tugas Pengadilan Agama yang sudah

diatur dalam Undang-Undang, maka disini Pengadilan Agama bertugas

"Dhoni Yusra, “Perceraian dan Akibatnya”, Jurnal Lex Jurnalica, Vol.2 No.3 (Agustus,
2005), hal. 22-23.

'? KBBI Daring, diakses pada 26 Juni 2021, pukul 14.46.

“PA Kota Cimahi, http://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-
lingkup-pengadilan-agama, diakses pada 05 November 2021, pukul 12.11.
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dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dibidang
perkawinan termasuk perkara cerai gugat.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah pokok yang
akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Faktor Penyebab
Meningkatnya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cilacap Tahun
2017-2021 dan Alternatif Solusi Mengatasinya
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui Faktor Penyebab Meningkatnya Perkara Cerai
Gugat di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2017-2021 dan Alternatif Solusi
Mengatasinya.
E. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, baik secara teoritis
maupun secara praktis bagi penulis maupun pembaca.
a. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi yang berguna bagi
penulis khususnya dalam menyumbangkan sikap ilmiah dan pengetahuan
bagi akademisi dan mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk kemudian dipelajari, dikaji dan dilakukan penelitian

lebih lanjut.
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b. Secara Praktis
Diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat
Indonesia guna mengetahui bagaimana Faktor Penyebab Meningkatnya
Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2017-2021 dan
Alternatif Solusi Mengatasinya.
F. Kajian Pustaka

Untuk melakukan penelusuran penelitian ini maka, peneliti melakukan
pengkajian pada penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dan perbedaan
dengan penelitian yang ditulis dan dikaji. Berikut beberapa hasil penelitian
dan karya terdahulu:

Menurut skripsi Uca Febriyani yang berjudul tentang Faktor Dominan
yang menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama
Kotabumi, tahun 2019. Keretakan dalam rumah tangga dipicu oleh ketidak
harmonisan hubungan antara suami dan istri. Sampai pada akhirnya terjadilah
perceraian. Disini alasan terjadinya Cerai Gugat yaitu yang pertama
meninggalkan kewajiban. Faktor yang menyebabkan seorang suami
cenderung meninggalkan kewajiban rumah tangga, lebih banyak dimotivasi
oleh masalah ekonomi. Kedua terus berselisih. Terus berselisih dalam
keluarga tidak akan tercapai keluarga yang mawaddah wa rahmah.

Ketiga adalah krisis moral. Krisis moral adalah faktor yang hendak
mengeskplorasi tentang tindak kekerasan dalam rumah. Kekerasan dalam

rumah tangga lebih banyak dilakukan dari pihak suami kepada istrinya.
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Penyebabnya dari stress karena kecapean atau memang suami mempunyai
kebiasaan tidak baik seperti mabuk-mabukan, memakai obat-obatan terlarang
atau melakukan zina dan lain sebagainya.

Keempat yaitu menganiaya berat. Dengan melihat alasan yang
melatarbelakangi cerai gugat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
pada asasnya walaupun cerai gugat dalam perkawinan tidak dilarang, akan
tetapi hakim tidak boleh memutuskan perceraian tanpa adanya alasan-alasan
yang kuat untuk melakukan pcrceraian.14

Menurut skripsi Rusmala Dewi Jayanti yang berjudul tentang Faktor
Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota
Palembang, tahun 2007. Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama
Palembang khususnya cerai gugat, dilatar belakangi oleh faktor yang pertama
yaitu tidak ada keharmonisan. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah
tangga adalah faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya percekcokan dan
perselisihan yang terus menerus yang akan berujung di Pengadilan.
Disebabkan karena adanya sikap-sikap dan perilaku yang tidak baik dari
suami seperti suami sering bersikap kasar terhadap penggugat, suami jarang
pulang ke rumah, suami yang tidak mandiri (selalu bergantung pada orang

tua) dan suami yang selalu lebih mementingkan keluarganya dari pada

" Uca Febriyani, “Faktor Dominan yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di
Pengadilan Agama Kotabumi™, Skripsi tidak diterbitkan (Metro: IAIN Metro), hal. 11-15.
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penggugat. Kedua yaitu gangguan pihak ketiga. Gangguan pihak ketiga
merupakan salah satu penyebab terjadinya percekcokan diantara suami istri.

Ketiga yaitu tidak ada tanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab juga
dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama
Palembang. Tidak adanya tanggung jawab lebih menekankan pada pengabaian
terhadap kewajiban yang diemban dalam keluarga antara lain adalah suami
tidak bertanggung jawab dalam membiayai nafkah rumah tangga dan suami
jarang pulang ke rumah. Keempat yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi
adalah salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
suami istri. Kelima yaitu cemburu. Cemburu adalah sifat yang manusiawi.
Namun rasa cemburu terjadi berkaitan dengan kepribadian seseorang.
Cemburu yang dilakukan adalah tudingan atau dugaan istri kepada suaminya
bahwa suaminya selingkuh dengan wanita lain meskipun dia tidak bisa
membuktikan.

Keenam yaitu poligami. Poligami merupakan salah satu alasan istri
mengajukan gugatan. Suami menikah lagi tanpa mendapat izin dari istri atau
Pengadilan Agama. Ini terjadi disebabkan suami tidak merasa puas terhadap
istrinya karena istri tidak bisa melayani suaminya dengan baik atau juga
karena istrinya tidak bisa memberikan keturuna. Karena sebab tersebut suami
menikah lagi kalau pun dilakukan secara tidak resmi.

Ketujuh yaitu krisis akhlak. Krisis akhlak ini adalah menyangkut

perangai suami yang memperlakukan istri dan keluarganya tidak sepatutnya.
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Istri diperlakukan tidak semestinya sebagai istri, suami suka membentak dan
berbicara kasar pada istri."”

Menurut skripsi Reza setiawan yang berjudul tentang Tingginya
Volume Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur, tahun 2011.
Penyebab istri melakukan gugat cerai kepada suaminya adalah yang pertama
tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Kedua adalah tidak adanya
tanggung jawab dari suami. Suami sebagai kepala rumah tangga sudah
sepatutnya memberikan tanggung jawab kepada keluarganya dengan cara
memberikan nafkah, baik nafkah lahir ataupun batin kepada keluarganya.
Akan tetapi suami lalai kepada istri untuk memberikan nafkah.

Ketiga adalah permasalahan ekonomi. Terjadinya krisis global yang
berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang terjadi secara besar-besaran
maka banyak suami di PHK dar kantornya. Suami tidak lagi bekerja maka
nafkah yang diberikan oleh suami untuk kehidupan rumah tangganya
sangatlah sedikit, maka banyak istri yang menggugat cerai suaminya karena
alasan ekonomi. Keempat yaitu adanya gangguan pihak ketiga sebagai
perusak rumah tangga orang lain. Dengan adanya orang ketiga terkadang
suami juga jarang pulang dan lupa untuk memberikan nafkah kepada

keluarganya.

" Rusmala Dewi Jayanti, “Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan

Agama Kota Palembang”, Skripsi tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hal.

77-84)
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Kelima yaitu adanya kecemburuan dari pihak wanita. Cemburu
memiliki penyebab dan pendorong yang beragam. Pada umumnya istri tidak
menyadari bahwa dirinya menjadi faktor penyebab berkobarnya api cemburu
suaminya. Begitu juga suami dengan berbagai perilakunya terkadang menjadi
penyebab kecurigaan dan kebingungan dalam hati istrinya dan mendorongnya
untuk menyalakan api cemburu yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan
rumah tangganya secara total."®

Menurut jurnal Isnawati Rais yang berjudul tentang Tingginya Angka
Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab
dan Alternatif Solusi Mengatasinya, tahun 2014. Faktor penyebab
perceraian didominasi oleh faktor perselisihan suami istri yang sudah tidak
harmonis lagi. Faktor penyebab perceraian yang lain yang pertama yaitu
moral antara lain dikarenakan poligami yang tidak sehat, krisis akhlak dan
cemburu. Lalu yang kedua meninggalkan kewajiban antara lain karena
ekonomi, tidak ada tanggung jawab. Yang ketiga, menyakiti jasmani antara
lain kekerasan jasmani dan kekerasan mental. Yang keempat adanya
perselisihan karena adanya gangguan pihak ketiga dan tidak ada
keharmonisan. Faktor penyebab cerai gugat juga tidak hanya dikarenakan oleh
satu sebab, banyak faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Faktor

penyebab cerai gugat antara lain terus menerus berselisih karena tidak ada

' Reza setiawan, “Tingginya Volume Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur”,
Skripsi tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hal. 31-34.
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keharmonisan, meninggalkan kewajiban karena tidak ada tanggung jawab
sebagai suami, meninggalkan kewajiban tidak memenuhi ekonomi, terjadinya
penganiayaan (fisik atau psikis), suami mengalami krisis akhlak, terus
menerus berselisih karena gangguan pihak ketiga, suami mengalami krisis
moral karena poligami tidak sehat, terus menerus berselisih karena politis,
suami krisis moral karena cemburu, dihukum pidana, meninggalkan
kewajiban karena kawin paksa, kawin dibawah umur, yang terakhir karena
cacat biologis. 2|

Menurut  Jurnal Muzakkir Abubakar yang berjudul tentang
Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah, tahun 2020.
Faktor penyebab meningkatnya cerai gugat yang terus meningkat dikarenakan
tidak adanya keharmonisan dalam keluarga. Beberapa hal yang dapat
menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga adalah karena suami berlaku
tidak adil terhadap istri dan keluarganya, misalnya lalai tidak menafkahi istri,
melimpahkan tanggung jawab kepada istri, tidak memberikan tanggung jawab
kepada istri, tidak memberikannn tempat yang layak, menganiaya dan
merendahkan istri, selalu mencurigai dan mencari-cari kesalahannya.

Terdapat juga faktor dominan yang menjadi faktor penyebab cerai gugat

yaitu faktor ekonomi yang tidak mendukung keuangan keluarga. Antara lain

" Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia; Analisis Kritis
Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya”, Jurnal Al-*Adalah, Vol. XII No.1, (Juni,
2014), hal. 198-201.
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dikarenakan ketidakmampuan suami memenuhi memenuhi kebutuhan rumah
tangga, sedangkan penghasilan istri lebih besar dari penghasilan suami.
Dengan perbedaan pendapatan yang dikaitkan dengan kesetaraan gender,
cukup signifikan sebagai penyebab perceraian.

Tidak adanya tanggung jawab pasangan suami istri juga menjadi alasan
terjadinya cerai gugat. Alasan pengajuaan cerai oleh istri terhadap suaminya
biasanya tidak semata-mata karena satu alasan tertentu, tetapi terdapat sebab
lain. Contohnya adalah dalam masalah ekonomi, jika suami tidak mau kerja
keras dan santai saja dan kelakuan suami menyebalkan, suami menghabiskan
waktu di warung atau kafe, sehingga istri merasa tidak diperhatikan, bahkan
terkadang suami asyik dengan teman-temannya atau dengan wanita lain.

Lalu yang terakhir yaitu terdapat perlindungan hukum atau kesamaan
hak dalam hukum. Dengan menggunakan konsep perlindungan hukum dalam
perkara cerai gugat, istri mengajukan cerai untuk melindungi dirinya karena
hak-hak yang harus dimiliki oleh seorang istri tidak terpenuhi atau karena
perlakuan tidak adil oleh suami. Maka bagi istri yang beranggapan bahwa
perkawinan tidak lagi memberikan kebahagiaan atau bahkan penderitaan yang
akan berlangsung lama, maka untuk melindungi hak-haknya sebagai seorang
istri, sah-sah saja mengajukan gugatan ke pengadilan, hal ini merupakan

persamaan hak di mata hukum (asas equality before the law)."®

'8 Muzakkir Abubakar, “Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar iyah”’, Kanun
Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, (Agustus, 2020), hal. 314-319.
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penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:
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Adapun persamaan dan perbedaan dar1 penelitian terdahulu diatas,

No. Nama dan Judul Persamaan Perbedaan dengan
dengan Penulis Penulis

Uca Febriyani Skripsi | Membahas Tempat lokasi dan
tentang Faktor Penyebab Istri hanya berfokus pada
Dominan yang Gugat Cerai faktor dominan yang

I. | menjadi Penyebab Suami menjadi penyebab
Terjadinya Cerai terjadinya cerai gugat.
Gugat di Pengadilan
Agama Kotabumi.
Rusmala Dewi Jayanti | Membahas Faktor | Tempat lokasi dan tidak
Skripsi tentang Penyebab Cerai ada penyebab

2. | Faktor Penyebab Gugat meningkatnya cerai
Tingginya Perkara gugat dan tahunnya
Cerai Gugat di berbeda.
Pengadilan Agama
Palembang.
Reza setiawan Skripsi | Membahas Tempat lokasi, tidak
tentang Tingginya banyaknya Cerai | membahas tentang
Volume Cerai Gugat | Gugat di meningkatnya perkara
di Pengadilan Pengadilan ceral gugat dan yang
Agama Jakarta Agama menjadi faktor dominan

3. | Timur banyaknya cerai gugat

di Pengadilan Agama
Jakarta timur 1ni adalah
karena adanya
ketidakharmonisan
dalam rumah tangga.
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Isnawati Rais Jurnal Membahas Tempat lokasi dan
tentang Tingginya tentang faktor dalam jurnal faktor
Angka Cerai Gugat | penyebab cerai dominan cerai gugat
(Khulu’) di gugat adalah karena ketidak
4. | Indonesia; Analisis harmonisan dalam
Kritis Terhadap rumah tangga. Dan
Penyebab dan penulis hanya berfokus
Alternatif Solusi pada faktor penyebab
Mengatasinya cerai gugat.
Muzakkir Abubakar Membahas Tempat lokasi dan
Jurnal tentang tentang dalam jurnal terdapat
Meningkatnya Cerai | meningkatnya asas equality before the
5. | Gugat Pada cerai gugat law yang menjadi
Mahkamah faktor penyebab
Syar’iyah meningkatnya cerai
gugat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan penulisan ini,
maka penulis mencantumkan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB 1 : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, ramusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.
BAB II : LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang perceraian dan cerai gugat. Pertama meliputi

pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, alasan perceraian, akibat
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hukum atas putusnya perkawinan. Yang kedua meliputi tentang cerai gugat,
alasan terjadinya cerai gugat dan akibat hukum cerai gugat.
BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari beberapa sub pokok pembahasan yaitu jenis penelitian,
lokasi dan waktu penelitian, subjek dan obyek penelitian, metode
pengumpulan data, sumber data, metode analisis data dan uji validitas dan
keabsahan data.
BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Menjelaskan Gambaran Umum Pengadilan Agama Cilacap, penyajian
data dan analisis data tentang Faktor Penyebab Meningkatnya Perkara Cerai
Gugat di Pengadilan Cilacap Tahun 2017-2021.
BAB V : PENUTUP

Meliputi kesimpulan dan saran. Dicantumkan juga pada bagian akhir

penelitian ini daftar pustaka dan lampiran-lampiran.
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BAB I1
LANDASAN TEORI
A. Perceraian
1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai yang artinya berpisah atau putus
sebagai suami istri. Dalam kasus perceraian suami istri, ada dua istilah
yang popular, yaitu cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup adalah
perpisahan antara suami istri selama keduanya masih hidup. Cerai mati
adalah perpisahan antara snami dan istri karena ditinggal mati salah satu.
Dengan demikian, perceraian dapat diartikan sebagai perpisahan atau
perceraian antara suami dan istri.'”

Perceraian dalam istilah figh disebut talak yang berarti memutuskan
ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah figh juga sering
disebut dengan furgah yang artinya talak, yang merupakan kebalikan dari
kumpul. kemudian kedua istilah tersebut digunakan oleh para ahli figh
sebagai satu istilah yang berarti perceraian suami istri.”

Sedangkan perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974
adalah Putusnya Perkawinan.”' Istilah perceraian juga terdapat dalam

Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa

Y Sudirman, Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama,
(Jember: Pustaka Radja, 2017), hal. 9-10.

?® Muhammad Syaifuddin, et.al, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 16-
17.

*! Muhammad Syaifuddin, et.al, Hukum Perceraian, hal. 18.

18
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perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan

pengadilan. Jadi, istilah perceraian secara hukum berarti putusnya

perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami
istri.”?

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari sudut pandang hukum
berikut ini.

1) Perceraian menurut hukum islam yang telah dipositifkan dalam Pasal
3 dan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP
No.9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut.

a. Perceraian dalam arti talak, yaitu perceraian yang diajukan oleh
dan atas prakarsa suami ke Pengadilan Agama, yang dianggap
telah terjadi dan telah berlaku dengan segala akibat hukumnya
sejak saat itu. Perceraian dinyatakan (dijanjikan) di depan sidang
Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai Pasal 18). Nomor 9
Tahun 1975).

b. Perceraian dalam pengertian cerai gugat adalah perceraian yang
diajukan oleh dan atas prakarsa istri ke Pengadilan Agama, yang
dianggap telah terjadi dan telah berlaku beserta segala akibat
hukumnya sejak jatuhnya putusan tersebut. Pengadilan Agama
yang telah berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 20 sampai dengan

Pasal 36).

** Muhammad Syaifuddin, et.al, Hukum Perceraian, hal. 15.
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2) Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang juga telah
ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
dijelaskan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu perceraian dimana
gugatan cerai diajukan oleh dan atas prakarsa suami atau istri ke
Pengadilan Negeri, yang dianggap telah terjadi beserta segala akibat
hukumnya sejak didaftarkan dalam daftar oleh Panitera pada Kantor
Catatan Sipil (lihat Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun
1975).%

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai

peraturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan bahwa:

— Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk
memutuskan hubungan perkawinan antara mereka

— Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri yaitu
meninggalnya suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan
ketentuan yang pasti dan langsung ditentukan oleh Tuhan Yang
Maha Esa

— Suatu keputusan hukum yang dinyatakan oleh Pengadilan yang
mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan

< o s 24
1stri secara sah.

# Muhammad Syaifuddin, et.al, Hukum Perceraian, hal. 19-20.
* Muhammad Syaifuddin, et.al, Hukum Perceraian, hal. 16.
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Menurut Soemiyati, dalam menjalankan kehidupan suami istri
tentunya tidak selalu dalam keadaan damai dan tentram, namun terkadang
terjadi kesalahpahaman antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan
kewajibannya, tidak saling percaya dan seterusnya. Dalam situasi dimana
ketegangan ini muncul kadang-kadang dapat diatasi, sehingga antara
kedua belah pihak menjadi baik kembali, tetapi kadang-kadang
kesalahpahaman menjadi berlarut-larut, tidak dapat didamaikan dan terjadi
pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri.

Jika perkawinan seperti itu diteruskan, maka tidak akan tercapai
pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram sebagaimana
disyaratkan oleh agama. Selain itu, juga dikhawatirkan perpecahan antara
suami dan istri ini akan mengakibatkan perpecahan di antara kedua belah
pthak. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan keluarga yang
meluas, Islam mensyaratkan perceraian sebagai solusi terakhir bagi suami
istri yang gagal membangun rumah tangganya.”

2. Dasar Hukum Perceraian

Cukup banyak dalil tentang perceraian, baik di dalam Al-Qur’an

maupun hadis. Diantaranya yaitu Q.S. Al-Baqgarah :229.

Si A s3As e W s 006 A 53As W YT G

-

3 Muhammad Syaifuddin, et.al, Hukum Perceraian, hal. 21.
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Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh
rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara
yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari
yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya
khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika
kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan
hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang
bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah
hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.
Barangsiapa yang melan §gar hukum-hukum Allah maka mereka itulah
orang-orang yang zalim,*

Berdasarkan ayat yang dijelaskan diatas yaitu menjelaskan
tentang hitungan talak yang dibatasi dua kali. Talak satu dan talak dua
masih bisa untuk rujuk. Artinya, jika suami sudah menjatuhi istrinya
talak dua kali, 1a masih diperbolehkan untuk menjadi suaminya
melalui proses rujuk.

Terdapat juga dalil Al-Qur’an yang popular tentang talak adalah

Q.S. At-Talaq :1.

- L. s# * gde .z feoe a" e e - o & s ,,“Ll
Y oSG A TeaTy 33T Totaa s 5400 Bagdls (L3l 22l 15 13T it

s ST e r..:f ST . -, o s s o
Sy A5 B ik (5U OV Y] G2 N5 Esl e DA 2

e

e “8 ohis ot L | % .M. %%% &7 - L
ﬁiéﬂ;mbgﬁ_aﬂh;}d@xvmgbﬁgﬁm 5903 JaZ

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka
hendaklah kamu ceraitkan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu
serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan

*Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur 'an dan Terjemahnya, (Bandung: Jumanatul
“Ali, 2004), hal. 36.
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mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar
kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah
hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum
Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya
sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan
sesudah itu sesuatu hal yang baru.”’

Maksud ayat diatas yaitu menjelaskan tentang bahwa Allah SWT
mengingatkan Nabi Muhammad SAW bahwa jika beliau ingin
menceraikan istrinya, maka beliau harus menceraikannya pada waktu
yang tepat agar mereka dapat menghitung masa iddah. Waktu yang
tidak tepat menceraikan istri yaitu ketika istri tersebut sedang haid.

Adapun terdapat sejumlah hadis yang menjelaskan tentang
diperbolehkannya talak. Diantaranya hadis terkenal yang menjelaskan
bahwa perkara yang halal namun hal yang dibenci Allah adalah talak.
Hadis tersebut terdapat dalam sunan Abu Dawud:

(e cyly 39l oo olyy) G ot Jf g9 2t

Artinya: Perkara halal yang dibenci Allah adalah perkara talak.
(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)™®

Hadis diatas menjelaskan talak menurut Allah bukan perkara
haram. Hal tersebut diperbolehkan sebagai pintu darurat bagi mereka
yang membutuhkan. Untuk mereka yang kehidupan rumah tangganya
aman, nyaman, dan damai, tentu saja perceraian tidak dianjurkan,

apalagi pemicunya hanya mengikuti hawa nafsu. Maka oleh karena itu,

*’ Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur an, hal. 558.

* Ibnu Hajar Atsqalani, Tarjamah Hadits Bulughul Maram (Bandung: Gema Risalah Press,
1994), hal. 359.
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perceraian tidak selalu menjadi alternatif pertama ketika rumah tangga
seseorang terguncang. Perlu dipelajari dulu dari mana akar
masalahnya. Saat masih dapat dipertahankan, harus diupayakan
dengan sungguh-sungguh agar Allah terus mencurahkan kasih sayang-
Nya dalam rumah tangga.”

Dasar hukum proses perceraian di Indonesia yaitu UU No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975.

Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 UU No. | Tahun 1974 tentang
Perkawinan
1) Pasal 38. Perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian

b. Perceralan

c. Atas keputusan pengadilan

2) Pasal 39

a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan
setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa
antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai

suami 1Stri.

*Sudirman, Pisah Demi, hal. 11-13.
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c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam
peraturan perundangan sendiri.

Pasal 40

a. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.

b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini
diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975:

Pasal 14. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan

menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya,

mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang

berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya

disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan

agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15. Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat

yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga

isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang

berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16. Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan

sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud

dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti

yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan
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Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang
bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun
lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17. Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk
menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua
Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya
perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada
Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan
pencatatan perceraian.

Pasal 18. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu

dinyatakan di depan sidang pengadilan.

3. Alasan Perceraian

Berikut adalah alasan-alasan perceraian (Cerai Talak dan Cerai

Gugat). Menurut syariat islam alasan yang dapat dibenarkan bagi seorang

suami untuk menjatuhkan talak ialah:

1) Istri berzina;

2) Istri nusyuz walaupun sudah berulang kali dinasehati;

3) Istri pemabuk, penjudi atau melakukan perbuatan jahat yang bisa

mengganggu kesejahteraan dan kerukunan dalam rumah tangga.30

** Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu,

2011), hal. 29.
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Menurut peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menyebutkan alasan bagi suami
istri untuk bercerai adalah:

1) Salah satu pihak berzina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain
sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lainnya tanpa alasan yang sah atau karena alasan
lain di luar kesanggupan;

3) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih
berat setelah perkawinan dilangsungkan;

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat
yang membahayakan pihak lain;

5) Salah satu pihak mengalami cacat atau sakit yang menyebabkan tidak
dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

6) Antara suami dan istri ada perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah
tangga.”"

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 perceraian dapat terjadi
sebab alasan-alasan:

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

31Ma.l‘dani, Hukum Perkawinan, hal. 29-30.
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b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal
lain di luar kemampuannya

c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain

e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri

f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga
— Suami melanggar taklik talak
— Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya

ketidak rukunan dalam rumah tangga. ™
4. Akibat Hukum Atas Putusnya Perkawinan
Pendapat umum yang selama ini ada di kalangan para ahli figh Islam
adalah bahwa biaya istri yang diceraikan oleh suaminya bukan lagi
tanggung jawab suaminya. Pendapat ini paling banyak pengikutnya,

terutama dalam perceraian istri yang dianggap salah. Dalam hal ini, jika

** Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No
1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 152-153.
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istri dianggap tidak bersalah, maka biaya hidup tertinggi yang
diperolehnya adalah biaya hidup selama dia masih dalam iddah kurang
lebih 90 hari. tetapi setelah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai
mantan istrinya. Bahkan setelah masa iddah, mantan istri harus
meninggalkan rumah suaminya jika dia tinggal di rumah yang disediakan
oleh suaminya.

Maka akibat hukum atas putusnya hubungan perkawinan yaitu suami
berkewajiban untuk:

a. Memberi mut’ah (memberikan untuk menggembirakan hati) kepada
mantan istri.

b. Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal untuk istri yang ditalak
selama dalam keadaan masa iddah.

c. Membayar atau melunaskan mas kawin

d. Membayar natkah untuk anak-anaknya, suami yang mentalak istrinya,
maka ia wajib menafkahi anak-anaknya yaitu belanja untuk
memelihara dan biaya pendidikan anak-anak.

Perceraian adalah suatu peristiwa hukum yang akibat-akibatnya
diatur dengan undang-undang, atau suatu peristiwa hukum yang
mempunyai akibat hukum. Perceraian mempunyai akibat hukum bagi
putusnya perkawinan. Selain itu, terdapat beberapa akibat hukum lebih
lanjut dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU No.1 Tahun

1974, antara lain sebagai berikut.
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a) Baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, jika terjadi
perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan
putusannya.

b) Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan untuk anak, jika ayah ternyata tidak dapat
memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa
ibu juga bertanggung jawab atas biaya tersebut.

c) Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya
hidup dan atau menetapkan kewajiban bagi mantan istri.*

Dengan memperhatikan substansi Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974,
dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum bagi anak
dan mantan suami/istri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat
hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU
No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum harta
bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya.
Jika dicermati, hakikat akibat hukum perceraian sebagaimana diatur dalam
UU No.l Tahun 1974 adalah mengakui dan melindungi hak-hak anak dan

hak-hak mantan suami/istri sebagai hak asasi manusia.**

* Muhammad Syaifuddin, et.al, Hukum Perceraian, hal. 349.
* Muhammad Syaifuddin, et.al, Hukum Perceraian, hal. 349-350.
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Jika hubungan perkawinan putus, maka mempunyai akibat hukum
sebagai berikut:

a) Tidak ada lagi hubungan antara keduanya maksudnya adalah mereka
tidak boleh bersama lagi dan tidak boleh saling memandang dan
dilarang bergaul lagi seperti suami dan istri;

b) Adanya keharusan memberi mut’ah, mut’ah adalah pemberian suami
kepada istri yang telah ia ceraikan sebagai kompensasi;

¢) Melunasi hutang-hutang yang harus ia bayar dan yang belum ia bayar
selama masa perkawinan, baik berupa mahar maupun nafaqgah, yang
menurut sebagian ulama harus dilakukan jika ia tidak dapat
melunasinya pada waktu yang tepat;

— Berlaku bagi istri yang diceraikan dengan ketentuan iddah;
— Pemeliharaan terhadap anak (hadh:;mah).35
B. Cerai Gugat
1. Pengertian Cerai Gugat
Cerai gugat dalam islam dikenal dengan istilah talak tebusan,
artinya talak diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari istri kepada
suami. Cerai gugat terjadi karena kehendak istri, dengan alasan
perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Cerai gugat dapat terjadi jika

ada keinginan untuk bercerai dari istri, karena ia membenci suaminya.*®

ija.rdani, Hukum Perkawinan, hal. 30.
3 Muhammad Syaifuddin, et.al, Hukum Perceraian, hal. 17.
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Menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugat
cerai adalah permohonan cerai dari pihak istri yang diajukan istri atau
kuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya yaitu
tempat kediaman tergugat. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 73
bahwa gugatan diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal (istri) penggugat, hanya jika penggugat
meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin tergugat. Dalam hal
penggugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan perceraian diajukan
ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi domisili tergugat. Dalam
hal penggugat dan tergugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan
diajukan terhadap Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat
akad nikah atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.”’

Pemeriksaan gugatan cerai dilakukan oleh majelis hakim selambat-
lambatnya 30 hari setelah berkas atau gugatan cerai didaftarkan pada
panitera pengadilan agama.

Pemeriksaan gugatan cerai dilakukan dalam sidang tertutup. Hakim
mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Dalam perdamaian, suami dan
istri harus datang sendiri. Sepanjang perkara belum diputus, upaya
perdamaian dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Jika tercapai

perdamaian, maka gugatan cerai tidak dapat diajukan, harus berdasarkan

7 Abdul Manan, Aneka Masalah, hal. 19-20.
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alasan-alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum
perdamaian tercapai.

Pengadilan agama setelah menyimpulkan bahwa kedua belah pihak
tidak dapat didamaikan lagi dan cukup bukti, pengadilan agama
memberikan keputusannya. Terhadap putusan tersebut penggugat atau
tergugat dapat mengajukan banding.

Setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, panitera
pengadilan agama atau pejabat pengadilan agama yang ditunjuk wajib
mengirimkan salinan putusan itu selambat-lambatnya 30 hari tanpa
materai kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat
kediaman penggugat dan tergugat untuk mendaftarkan putusan cerai pada
pegawai pencatat nikah dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. ™

Jika perceraian dilakukan di daerah yang berbeda dengan daerah
pegawai pencatat nikah tempat perkawinan itu dilangsungkan, maka
salinan putusan tanpa materai juga dikirimkan kepada pegawai pencatat
nikah di tempat perkawinan itu dilangsungkan, kemudian oleh pencatat
nikah dicatat di bagian pinggir daftar perkawinan.

Setelah kewajiban-kewajiban tersebut di atas, panitera juga wajib

memberikan akta cerai sebagai bukti perceraian kepada para pihak

* Mardani, Hukum Perkawinan, hal. 25.
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(penggugat dan tergugat) selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan
mempunyai kekuatan hukum tetap.*
2. Alasan Terjadinya Cerai Gugat
Dalam Islam, pada dasarnya seorang istri dilarang meminta cerai
dari suaminya kecuali berdasarkan alasan yang dibenarkan dalam hukum
Islam. Adapun alasan-alasan yang membolehkan seorang istri meminta
cerai dari suaminya antara lain:
1) Suami yang murtad
2) Seorang suami yang melakukan kekufuran atan kemusyrikan kepada
Allah dengan berbagai macam dan bentuk. Dan bukti telah ditetapkan
atau nasihat diberikan kepadanya untuk bertobat darinya tetapi tidak
mendengar dan menerima
3) Suami melarang istri menjalankan kewajiban agama
4) Seorang suami yang menyuruh dan memaksa istrinya untuk berbuat
dosa dan kemaksiatan kepada Allah SWT
5) Suami yang menyesatkan agama
6) Suami berbuat kasar, dan tidak mencintai istrinya, dan akhlaknya
buruk
7) Suami murtad, tidak mau mempelajari agama islam, dan tidak menaati

dan tunduk pada aturan agama

* Mardani, Hukum Perkawinan, hal. 26.
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8) Suami tidak mampu memberikan nafkah wajib bagi istri, baik lahir
maupun batin

9) Istri khawatir tidak dapat memenuhi haknya dan alasan lain yang
dibenarkan oleh islam.*

Menurut peraturan perundang-undangan dalam Pasal 19 Peraturan

Pemerintah No. 9 tahun 1975 menyebutkan alasan suami istri bercerai

adalah sebagai berikut:

1) Salah satu pihak berzina dan menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang
sulit untuk disembuhkan

2) Salah satu pihak pergi selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak
lainnya tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar
kesanggupan.

3) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih
berat setelah perkawinan dilangsungkan.

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.

5) Salah satu pihak mengalami cacat atau sakit yang menyebabkan tidak

dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri.

“Himatu Rodiah, Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam, (Tangerang: Lembar Pustaka
Indonesia, 2015), hal. 99-100.
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6) Antara suami dan istri ada perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah
tangga.*'

. Akibat Hukum Cerai Gugat

Seorang wanita yang berpisah karena cerai gugat, masa iddahnya
adalah satu kali haid, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits berikut:

“Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu bahwa istri Tsabit bin Qais
menggugat cerai dari suaminya pada zaman Nabi SAW lalu kemudian
Nabi SAW memerintahkannya untuk menunggu sekali masa haid”. (HR.
Abu Daud dan at-Tirmidzi)

Dalam hadits yang berbunyi:

“Dari ar-Rubayyi’ bintu Mu'awwidz bin ‘Afra’ bahwa beliau
mengajukan gugat cerai di zaman Nabi SAW lalu kemudian Rasulullah
SAW memerintahkannya untuk menunggu iddahnya satu kali masa haid.
(HR. At-Tirmidzi).*

Perceraian dengan cara khulu (cerai gugat) mengurangi jumlah

talak dan tidak dapat dirujuk.*

# Mardani, Hukum Perkawinan, hal. 30.
2 Himatu Rodiah, Hukum Perceraian, hal. 120-121.
* Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, hal. 164.
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BAB II1
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan
jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, yang menekankan analisis proses
dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan
antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.
Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan
dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi
pemerintahan, swasta, kemasyarakatan, kepemudahan, perempuan, olah raga,
seni dan budaya sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan
demi kesejahteraan bersama.** Penelitian kualitatif bermaksud untuk
memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian.*’

Peneliti melakukan penelitian ke lapangan secara langsung serta
melakukan pengamatan terhadap aktifitas yang dilakukan di Pengadilan

Agama Cilacap terkait dengan faktor penyebab meningkatnya perkara cerai

gugat.

*“Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, Teori & Pratik, (Jakarta: Bumi Aksara,
2017), hal. 80-81

* Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2017), hal. 6.

37
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Cilacap yang
beralamat di Jalan Doktor Rajiman No.25B, Kebon Manis, Sabukjanur,
Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
53235,
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dimulai pada bulan September 2021 — Desember
2021.
C. Subjek dan Obyek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah Hakim, Panitera dan Pegawai
Pengadilan Agama lainnya yang terlibat langsung dalam proses
persidangan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap.
2. Obyek Penelitian
Adapun obyek dalam penelitian ini yaitu segala kegiatan yang
berhubungan dengan faktor penyebab meningkatnya perkara cerai gugat di
Pengadilan Agama Cilacap.
D. Metode Pengumpulan Data
Penelitian Kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan pada kondisi

yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak
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pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi.*

Berikut langkah-langkah yang peneliti ambil:

1.

Observasi

Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan
pengamatan langsung terhadap perceraian dan Faktor Penyebab
Meningkatnya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Cilacap.
Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan cara berhadapan langsung
dengan Bapak Hakim Pengadilan Agama Cilacap Drs. Munjid Lughowi,
Panitera Muda Hukum Ibu Hj. Amini, S.H., Bapak Kasubag Perencanaaan
TI dan Pelaporan H. Idris, S.H. dan Pegawai Pengadilan Agama Cilacap
Ninda Rizqi Rofiqoh, S.Pd.
Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan dan melengkapi data
yang telah didapatkan dari hasil observasi dan wawancara melalui catatan,
buku laporan, artikel dan bahan-bahan dokumentasi lainnya dalam
kegiatan mencari data dan informasi tentang Faktor Penyebab
Meningkatnya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cilacap Tahun

2017-2021.

hal. 225.

J'6Sugiyc|110, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Tarsito, 2017),
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E. Sumber Data
Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan,
selebihnya adalah data tambahan yaitu seperti dokumen dan lain-lain.*’
Sumber data yang peneliti ambil antara lain sebagai berikut:
1. Data Primer
Data yang diperoleh secara langsung. Melalui kata-kata dan
tindakan orang yang diamati atau diwawancarai dan dicatat melalui
catatan tertulis, rekaman dan pengambilan foto.* Peneliti melakukan
pengamatan langsung di Pengadilan Agama Cilacap dan melakukan
wawancara dengan merekam wawancara dan mencatat hasil wawancara
serta pengambilan foto/ dokumentasi di Pengadilan Agama Cilacap.
2. Data Sekunder
Data sekunder yaitu sumber data tertulis. Peneliti mengambil data
yang bersumber dari buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah, internet dan lain
sebagainya yang mendukung tentang perkara perceraian.
F. Metode Analisis Data
Analisis Data Kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan bekerja
dengan data, memecahnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola,
mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan

* Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian, hal. 157.
" Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian, hal. 157.
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kepada orang lain. 49 Beberapa langkah peneliti untuk mengkategorikan data
kedalam satuan-satuan yakni:
1. Reduksi Data
Data yang diperoleh dari lapangan cukup besar, untuk itu perlu
dilakukan pencatatan secara cermat dan detail. Sebagaimana telah
dikemukakan, semakin lama peneliti berada di lapangan, maka jumlah
datanya akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera
dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal
yang penting, mencari tema dan pola. Dengan demikian data yang telah
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan
peneliti untuk melakukan pengumpulan data lebih lanjut, dan mencarinya
bila d.iperlukan.50 Setelah peneliti melakukan pengamatan di lapangan,
peneliti mencatat dan merangkum hasil penelitian untuk memilih dan
memfokuskan pada masalah penting yang akan dibahas yaitu tentang
mekanisme berperkara cerai gugat dan faktor penyebab meningkatnya
perkara cerai gugat.
2. Penyajian Data
Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data.

dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk

* Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian, hal. 248,
0 Sugiyono, Metode Penelitian, hal. 247.
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uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alir dan sejenisnya.
Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian
kualitatif adalah teks naratif. dengan menampilkan data akan memudahkan
untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan pekerjaan selanjutnya
berdasarkan apa yang telah dipahami.’' Peneliti akan menyajikan data
berupa teks naratif serta data perceraian di Pengadilan Agama Cilacap
Tahun 2016-2021.
3. Penarikan Kesimpulan

Dalam analisis data kualitatif menurut Milles dan Huberman adalah
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan
masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti
yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. tetapi
jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-
bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan
untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah
kesimpulan yang dapat dipercaya.”> Guna memperjelas hasil penelitian,
peneliti akan menarik kesimpulan atau ide pokok dari hasil penelitian
tentang faktor penyebab meningkatnya perkara cerai gugat di Pengadilan

Agama Cilacap Tahun 2017-2021.

>' Sugiyono, Metode Penelitian, hal. 249.
> Sugiyono, Metode Penelitian, hal. 252.
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G. Uji Validitas dan Keabsahan Data

Peneliti dalam penelitian ini melakukan uji validitas dan keabsahan data
yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar
data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data
tersebut.” Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan
membandingkan data yang diperoleh dengan wawancara dan
membandingkannya dengan data observasi dan dokumentasi.

Jika ketiga teknik pengujian kredibilitas data menghasilkan data yang
berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data
yang relevan atau pihak lain, untuk memastikan data mana yang dianggap
benar. atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda.
Peneliti dapat mengecek kembali temuannya dengan membandingkannya
dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu peneliti melakukannya
dengan cara:

1) Mengajukan berbagai pertanyaan.
2) Mengeceknya dengan berbagai sumber data.
3) Memanfaatkan berbagai metode agar dapat dilakukan pengecekan

keabsahan data.”

> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian, hal. 330.
* Sugiyono, Metode Penelitian, hal. 274.
* Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian, hal. 332.
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Setelah melakukan kegiatan penelitian guna memperoleh data yang
relevan tentang faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama cilacap
melalui wawancara, peneliti melakukan pemeriksaan/ uji valliditas dan
keabsahan data dengan membandingkan dengan data observasi serta

dokumentasi yang diperoleh di Pengadilan Agama Cilacap.
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BAB IV
HASIL DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Cilacap

L

Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Cilacap
Pengadilan Agama Cilacap berdiri sudah cukup lama semenjak
zaman Hindia Belanda, namun tidak dapat diketahui secara pasti kapan
berdirinya. Pengadilan Agama Cilacap pada mulanya bernama Read
Agama dan belum mempunyai susunan organisasi tersendiri, pada
mulanya masih menyatu dengan Pemerintah Daerah yang pada saat itu
disebut Kadipaten, kemudian setelah berdiri Lembaga Departemen
Agama, bernaung dibawah Departemen Agama. Secara historis sesuai
dengan apa yang terdapat dalam catatan perpustakaan Pengadilan Agama
Cilacap dapat diketahui bahwa keberadaan Pengadilan Agama Cilacap
sejak zaman Hindia Belanda telah ada dan telah melaksanakan kegiatan
sesuai dengan kewenangan berdasarkan Staablaad 1882 Nomor 152.
Kemudian untuk lebih jelasnya dapat disebutkan secara kronoligis
keberadaan Pengadilan Agama Cilacap sebagaimana berikut di bawah ini.

1) Masa Sebelum Penjajahan

Sebelum Islam datang ke Indonesia, di Indonesia telah ada dua
macam peradilan yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan Padu.
Peradilan Pradata megurusi perkara-perkara yang menjadi urusan raja,

sedangkan Peradilan Padu mengurusi perkara-perkara yang bukan

45
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menjadi urusan raja. Dua macam peradilan tersebut muncul akibat dari
pengaruh peradaban Hindu yang masuk ke Indonesia. Hal ini dapat
ditelusuri lewat penggunaan istilah “jaksa” yang beradal dari India.
Istilah ini pada waktu itu diberikan kepada Pejabat yang menjalankan
pengadilan. Dengan masuknya Agama Islam ke Indonesia pada abad
ketujuh Masehi yang dibawa langsung, oleh saudagar-saudagar dari
Makkah dan Madinah, maka dalam praktek sehari-hari, masyarakat
mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang
berumber pada kitab-kitab figh dan hal ini membawa pengaruh kepada
tata hukum di Indonesia. Dari catatan sejarah, Sultan Agunglah (Raja
Mataram) yang pertama kali mengadakan perubahan di dalam tata
hukum di bawah pengaruh Islam. Perubahan ini pertama-tama
diwujudkan khusus dalam nama Pengadilan, yang semula bernama
Pengadilan Pradata diganti dengan Pengadailan Surambi. Begitu juga
dengan tempat di Sitinggil dan dilaksanakan oleh para Raja. Kemudian
dialihkan ke Serambi Masjid Agung dan dilaksanakan oleh para
penghulu yang dibantu oleh para alim ulama. Pada perkembangan
berikutnya (pada masa akhir pemerintahan Mataram) muncullah 3
macam pengadilan di daerah Periangan yaitu Pengadilan Agama,
pengadilan Drigama dan Pengadilan Cilaga. Pengadilan Agama
mengadili perkara atas dasar hukum Islam, Pengadilan Drigama

mengadili perkara berdasarkan hukum Jawa Kuno yang telah
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disesuaikan dengan adat setempat, dan Pengadilan Cilaga adalah
semacam Pengadilan Wasit Khusus mengenai sengketa perniagaan.
Hal ini berlangsung sampai VOC masuk ke Indonesia.

Masa Penjajahan ( Belanda dan Jepang )

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa lembaga peradilan
Islam sebagai lembaga hukum yang beridiri sendiri telah ada dan
mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat Indonesia, hal ini
terbukti dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di wilayah
Nusantara yang melaksanakan hukum Islam dan melembagakan
sistem peradilannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan
keseluruhan sistem pemerintahan di wilayah kekuasaannya.
Mahkamah Islam Tinggi berdiri sejak tanggal 1 Januari 1938
berdasarkan surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 12
Nopember 1937 Nomor 18 yang mengadakan sidang pertama kali
tanggal 7 Maret 1938. Sedang daerah yuridiksi Mahkamah Islam
Tinggi berdasarkan Stbl. 1882 Nomor 152 adalah meliputi Pengadilan
Agama di seluruh Jawa dan Madura, sedangkan daerah luar Jawa dan
Madura untuk daerah sekitar Banjarmasin dan Kalimantan Selatan
adalah dengan nama Kerapatan Qadi untuk Pengadilan Agama Tingkat
Pertama dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah untuk tingkat
pertama dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Propinsi untuk

tingkat banding. Pada pendudukan Jepang, Mahkamah Islam Tinggi
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mengalami kesulitan, yaitu pada pertengahan bulan Maret 1942
Mahkamah Islam Tinggi harus ditutup dan tidak diperbolehkan sidang,
begitu juga dengan kantornya disegel, akan tetapi tidak lama kemudian
yaitu tanggal 18 Mei 1942 Mahkamah Islam Tinggi boleh dibuka
kembali dengan nama Kaikyoo Kootoo Hooin sedang Pengadilan
Agama bernama “Sooryo Hooin”.
Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka atas usul Menteri Agama yang
disetujui  oleh Menteri Kehakiman, Pemerintah menyerahkan
Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada
Kementerian Agama melalui Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD
tanggal 26 Maret 1946. Peraturan sementara yang mengatur tentang
Peradilan Agama tercantum dalam Verordering tanggal 8 Nopember
1946 dari C.C.O.AM.C.AB.untuk Jawa dan Madura (Chief
Commanding  Officer  Aliet  Military  Adminitration  Civil
AffairsBranch). Sementara itu Peradilan Agama di Kalimantan Selatan
dan Kalimantan Timur tetap tunduk pada peraturan lama (Staatsblad
1937 Nomor 610). Sedangkan Mahkamah Islam Tinggi (Hoof Voor
Islamitische Zaken) belum mulai lagi dengan tugasnya. Pada tahun
1948 keluarlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang
susunan dan kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam

Undang-Undang ini kewenangan Pengadilan Agama dimasukkan
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dalam Pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dalam Pasal 35
ayat (2), Pasal 75 dan Pasal 33. Undang-Undang ini bermaksud
mengenai peradilan dan sekaligus mencabut serta menyempurnakan 1s1
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan
kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku
tanggal 3 Maret 1947. Lahirnya Undang-Undang ini mendapat reaksi
dari berbagai pihak dari ulama Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat
dan Sumatera Selatan menolak kehadiran undang-undang tersebut dan
mengusulkan agar Mahkamah Syar’iyah yang sudah ada tetap
berjalan. Pada tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan
perubahan penting dengan diundangkannya Undang-Undang Darurat
Nomor 1 Tahun 1951. Undang-undang ini berisi antara lain tentang
pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Dalam rangka
memenuhi ketentuan Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, pada tahun
1964 keluarlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang
ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian
diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun
1970. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan
bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan
peradilan yaitu:

a. Peradilan Umum

b. Peradilan Agama
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c. Peradilan Militer dan
d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan adanya jaminan yuridis Undang-undang Nomor 14
Tahun 1970 tersebut keberadaan Peradilan Agama semakin kuat,
sehingga pada tahun 1972 berdasarkan keputusan Menteri Agama
Nomor 34 Tahun 1972 terbentuk 4 kantor Pengadilan Agama dan 6
cabang Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah didalam
daerah Propinsi Riau, Jambi, Aceh dan Sumatera Utara.

Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan dan diundangkan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 197 tentang Perkawinan. Adapun
peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan
dalam Undang-undang ini adalah :

a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beraga islam.
b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

Pada perkembangan berikutnya sehubungan dengan peranan
Pengadilan Agama dalam pereode 1974 in1 lahirlah Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya dan diundangan
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lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 wewenang

Pengadilan Agama makin luas dan mantap.

Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama khususnya lewat Pasal 106 tersebut keberadaan
lembaga Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-
undang Nomor 7 tahun 1989 keberadaannya diakui dan disahkan
dengan undang-undang ini. Dengan demikian Peradilan Agama
menjadi mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan
dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi
perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang
memutus perkara tersebut.

Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan:

a. Badan-badan peradilan secara oraganisatoris, administrative, dan
financial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti
kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam
bidang-bidang  tersebut, yang sudah  berjalan  sejak

proklamasi, beralih ke Mahkamah Agung.
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b. Pengalihan organisasi, administrasi dan financial dari lingkungan-
lingkungan: peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata
usaha negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan
untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut
dengan Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan
peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap
selambat-lambatnya selama 5 tahun. Sedangkan bagi lingkungan
Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan.

c. Ketentuan mengenai tata cara pengalihan seara bertahap tersebut
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Selama rentang waktu 5 tahun itu Mahkamah Agung membentuk

Tim Kerja, untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk

perangkat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur lebih

lanjut. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004,

organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dialihkan dari

Departemen Agama ke Mahkamah Agung.

Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Pada saat ini Pengadilan Agama Cilacap sedang memerankan

eksistensinya setelah berada dalam satu atap kekuasaan kehakiman di

bawah Mahkamah Agung RI. Dengan telah disyahkan dan

diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
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Pengadilan Agama tanggal 20 Maret 2006 maka terjadi perubahan-

perubahan mendasar yang memperkuat dan memperluas kewenangan

Peradilan Agama, antara lain :

a)

b)

d)

€)

Pembinaan Teknis Peradilan, oraganisasi, administrasi, dan
finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Apabila terjadi sengketa hak milik yang subyeknya antara orang-
orang yang beragama Islam, obyek tersebut diputus oleh
Pengadilan Agama bersama-sama perkara yang sedang
diperiksanya.

Ketentuan adanya pilihan hukum bagi para pihak berperkara yang
selama ini masih berlaku, dinyatakan dihapus.

Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan tentang
pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

Sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum
masyarakat khususnya masyarakat muslim, Pengadilan Agama
selain berwenang menangani perkara perkara dalam bidang
perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqoh
juga berwenang menangani perkara dalam bidang Ekonomi
Syariah yang meliputi antara lain tentang sengketa dalam
perbankan, Lembaga Ekonomi Mikro, Asuransi, Reasuransi,

Reksadana, obligasi dan surat berharga berjangka menengah,
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sekuritas, pembiayaan, pegadaian, dana pensiun, lembaga
keuangan dan bisnis.

Pengertian antara orang-orang yang beragama Islam pasal 49
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diperluas termasuk orang
atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri
dengan sukarela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang

menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

8) Nama-Nama Ketua Pengadilan Agama Cilacap

Tabel 4.1

Nama Ketua Pengadilan Agama Cilacap terhitung sejak

berdirinya sampai Tahun 2021 sebagai berikut:

No. Nama Pendidikan Tahun Menduduki
(Terakhir) Jabatan

Noor Muhammad Pesantren | Zaman Belanda - 1942
Jaya Dipraja Pesantren 1942 - 1946
Zaini Syatibi Pesantren 1946 - 1949
K.H. Amin Aulawi Pesantren 1949 - 1950
Pjs. Yasadipraja Pesantren 1950 - 1951

K. Muhtar Pesantren 1951 - 1955
S.H.M Ghufron El Pesantren 1955 - 1965
Muryidi

K. Imam Adrongi Pesantren 1965 - 1977
Drs. Panularsih S1 1977 - 1981
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10. | Drs. H. Solihin, S.H. S1 1981 - 1992

11. | Pjs. Dra. Ayunah MZ. S1 1992 - 1993
S.H.

12. | Drs. Nurdin Abdullah, S1 1993 - 1997
S.H.

13. | Drs. H. Kholil Hanafi, S1 1997 - 2002
S.H.

14. | Drs. H. Zubaidi, S.H. S1 2002 - 2004

15. | Drs. Abd. Choliq, S1 2004 - 2010
S.H.

16. | Drs. H. Muchtarom, S2 2010 - 2012
S.H., M.H.

17. | Drs. H. Asep S1 2012 - 2016
Saepudin M, SQ

18. | Drs. H. Rd. Mahbub S2 2016 - 2018
Tobri, M.H.

19. | Drs. H. Saefuddin S2 2019 - Sekarang
Turmudzy, M.H.

2. Visi dan Misi

Visi dan Misi Pengadilan Agama Cilacap:

Visi

Mendukung terwujudnya peradilan yang agung dan berwibawa

pada Pengadilan Agama Cilacap

Misi

e Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat biaya ringan dan

transparan;

e Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang

efektif dan efisien;
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e Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Cilacap

Pengadilan Agama Cilacap melaksanakan tugas pokoknya sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam
di bidang :

a. Perkawinan

b. Waris

¢. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf

f. Zakat

g. Infaq

h. Shadagah

1. Ekonomi syari'ah
Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama

Cilacap mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :
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Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi
kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal
49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan
petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah
jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan,
maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian,
dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor
No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIIL/2006).

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris,
Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah
jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan
sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor
No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum
kesekretariatan  serta pembangunan. (vide: KMA  Nomor
KMA/080/VIII/2006).

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang
hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila
diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun

2006).
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5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan
(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian,
keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/
VIII/2006).

6) Fungsi Lainnya :

a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat
dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI,
Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006).

b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan
sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi
masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi
peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan
Informasi di Pengadilan.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A
Secara struktural susunan Organisasi Pengadilan Agama Cilacap

Kelas 1A adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. H. Saefuddin Turmudzy, M.H.
Wakil Ketua : Drs. M. Thsan, M.H.
Sekretaris : Wardoyo Dwi Astoto, S.E.

Bendahara : Dwi Yani, S.H.
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Kasubag Perencanaan T1 & Pelaporan
1) H.Idms, S.H.

2) Khafifi

Kasubag Kepegawaian & Ortala

1) Robin Kadir, S.Ag.

2) Mega Fitriyani, S.Pd.

Kasubag Umum & Keuangan

1) Muhamad Arif Kurniyawan, S.E.

2) Ardhan Nur Ihsan, S. Kom.

Panitera : Anwar Faozi, S.H.

Panitera Muda Permohonan : Dra. Elvi Setiyaningsih, M.Si.
Panitera Muda Gugatan : Miftakhul Hilal, S.H.
Panitera Muda Hukum :Hj. Amini, S.H.

Panitera Pengganti

1) Toharun, S.Ag., S.H.

2) Mukhlis, S.H.

3) Akh. Khaerudin, S.H.

4) Sudarsono, S.H.

5) Siti Rohmah, S.H.

6) Muhammad Khoiruddin, S.H.
7) Misyanta, S.H.

8) Imah Supriatiningsih, S.H.
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9) Leni Vianita, S.H.

Jurusita/ Jurusita Pengganti

1) Tie
2) Sri
3) Sri

4) Sul

n Wulandari, S.H.
Wahyuniati, S.H.
Surjani

deman

5) Wasman

Hakim-hakim Pengadilan Agama Kelas 1A

1) Drs. H. Moh. Nursalim, M.H.

2) Drs. Suharto, M.H.

3) Drs. Marwoto, S.H., M.S.L

4) Drs. AF. Maftukhin, M.H.

5) H.M. Arwani, S.Ag., S.H., M.H.

6) Drs

. Ali Mahdi

7) Abdul Wahib, S.H., M.H.

8) Drs
9) Drs
10) Drs
11)Drs
12) Drs
13) Drs

14) Drs

. Sunaryo, M.S.1.

. H. Achmad Baidlowi

. Agus Mubarok

. Noor Shofa, S.H., M.H.
. Sakdullah, S.H., M.H.

. H. Muslim, S H., M.S.I.

. Wan Ahmad, M.H.
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15) Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.
16) Drs. H. Makmun, M.H.
17)Drs. H. Nur Amin, M.H.
18) Drs. Munjid Lughowi
19) Drs. H. Shofi'ngi, M. H.
5. Tugas Pokok
Pengadilan Agama Cilacap melaksanakan tugas pokoknya sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang  Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam
dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadagah,
ekonomi syari’ah >°
B. Faktor Penyebab Meningkatnya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan
Agama Cilacap Tahun 2017-2021 dan Alternatif Solusi Mengatasinya
1. Analisis Data Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap
Perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Cilacap dalam
kurun waktu 5 tahun dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021
mengalami peningkatan dengan total perkara cerai gugat yang diterima

adalah 21.569 perkara. Data ini diambil dari data laporan perkara yang

% Pengadilan Agama Cilacap, diakses pada 21 Agustus 2021, pukul 05.00
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diterima dan diputus pada Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A. Adapun

rincian perkara pertahunnya adalah sebagai berikut:

a)

b)

d)

e)

Perkara cerai gugat yang diterima pada Tahun 2017 adalah sebanyak
3.870 perkara dan perkara cerai gugat yang diputus sebanyak 3.867
perkara.
Perkara cerai gugat yang diterima pada Tahun 2018 adalah sebanyak
4.323 perkara dan perkara cerai gugat yang diputus sebanyak 4.324
perkara.
Perkara cerai gugat yang diterima pada Tahun 2019 adalah sebanyak
4.591 perkara dan perkara cerai gugat yang diputus sebanyak 4.590
perkara.
Perkara cerai gugat yang diterima pada Tahun 2020 adalah sebanyak
4.405 perkara dan perkara cerai gugat yang diputus sebanyak 4.361
perkara.
Perkara cerai gugat yang diterima pada Tahun 2021 adalah sebanyak
4.380 perkara dan perkara cerai gugat yang diputus sebanyak 4.222
perkara.

Berdasarkan data laporan perkara yang diterima dan diputus pada

Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A dari Tahun 2017 sampai dengan

Tahun 2021 terus bertambah banyak dan mengalami peningkatan. Namun

dalam 2 tahun terakhir dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021

mengalami sedikit penurunan, akan tetapi jumlah perkara cerai gugat yang
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diterima masih dalam jumlah yang banyak masih berada di angka 4.000.
Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor penyebab yang
melatarbelakanginya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Cilacap
Kelas 1A, perkara perceraian yang diterima dalam kurun waktu 5 tahun
dari tahun 2017 sampai tahun 2021 adalah sebanyak 30.344 perkara dan
yang diputus sebanyak 29.944 perkara. Untuk perkara cerai gugat yang
diterima selama kurun waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai
dengan tahun 2021 sebanyak 21.569 perkara dan yang diputus sebanyak
21.364 perkara.

Tabel 4.2
Perkara perceraian yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama

Cilacap Kelas 1A Tahun 2017-2021.

No Tahun Perkara Diterima Perkara Diputus
1 2017 5.556 5.556
2 2018 6.107 6.107
3 2019 6.337 6.336
4 2020 6.154 6.039
5 2021 6.190 5.906

Sumber Data Laporan Perkara Yang Diterima dan Diputus Pada Pengadilan Agama
Cilacap Kelas 1A

Data Perceraian diatas adalah data keseluruhan perceraian yaitu
perkara cerai talak dan cerai gugat. Adapun rincian data jumlah perkara

cerai talak dan cerai gugat dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:
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Tabel 4.3

Perkara Cerai Talak yang diterima dan diputus tahun 2017-2021.

No Tahun Perkara Diterima Perkara Diputus
1 2017 1.686 1.689
2 2018 1.784 1.785
3 2019 1.746 1.746
4 2020 1.749 1.678
X 2021 1.810 1.684

Sumber Data Laporan Perkara Yang Diterima dan Diputus Pada Pengadilan Agama
Cilacap Kelas 1A

Tabel 4.4

Perkara Cerai Gugat yang diterima dan diputus tahun 2017-2021.

No Tahun Perkara Diterima Perkara Diputus
1 2017 3.870 3.867
2 2018 4323 4.324
3 2019 4591 4.590
4 2020 4405 4.361
5 2021 4.380 4.222

Sumber Data Laporan Perkara Yang Diterima dan Diputus Pada Pengadilan Agama
Cilacap Kelas 1A

Tabel 4.5

Perkara Cerai Gugat selama 5 tahun (Tahun 2017-2021)

No Perkara Jumlah
1 Yang Diterima 21.569
2 Yang Diputus 21.364

Sumber Data Laporan Perkara Yang Diterima dan Diputus Pada Pengadilan Agama
Cilacap Kelas 1A
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Berdasarkan data-data perceraian diatas, dapat diketahui bahwa
perbandingan jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat baik yang
diterima maupun yang diputus oleh Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A,
perkara cerai gugat melebihi dari jumlah perkara cerai talak. Perkara cerai
gugat mengalami kenaikan dan semakin bertambah setiap tahunnya.

Untuk melakukan perbandingan perkara perceraian yang diterima di
Pengadilan Agama Cilacap dengan Pengadilan Agama yang lain
disekitarnya.

Tabel. 4.6
Berikut disajikan perbandingan perolehan data dari Pengadilan

Agama Cilacap dengan Pengadilan Agama lainnya.

Perceraian 2017-2021
No | Kabupaten/ Kota

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 [ Cilacap 5.556 | 6.105 | 6.480 | 6.038 | 5912
2 | Banyumas 4.181 | 4.611 | 4947 | 1966 | 4574
3 | Purbalingga 2,173 | 2.290 | 2517 | 2.266 | 2.418
4 | Banjarnegara PO ST Y2285 | 2.592 | 2.335
5 | Kebumen 2736 | 2.767 | 2930 | 2.766 | 2.729

Sumber Data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Berdasarkan data tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah angka
perceraian dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2017-2021 Cilacap

menduduki peringkat pertama perolehan perceraian terbanyak.
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2. Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Perkara Cerai Gugat di

Pengadilan Agama Cilacap

Dalam Undang-Undang No.l Tahun 1974 menganut asas
mempersukar proses hukum perceraian. Hal tersebut dilakukan terkait
dengan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”’ Asas mempersulit proses
hukum perceraian tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 yang mensyaratkan hakim di muka sidang pengadilan untuk
mendamaikan suami istri, dengan demikian menunjukkan bahwa
perkawinan harus dipertahankan.’®

Upaya damai harus tetap terus dilakukan, jika itu dihadiri oleh
kedua belah pihak. Jika hanya dihadiri oleh salah satu pihak, maka hanya
diberi masukan, saran dan nasehat untuk penggugat. Tapi jika keduanya
hadir di persidangan, maka kedua belah pihak harus tetap didamaikan.

Asas mempersulit proses hukum perceraian juga tertuang dalam
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat
ketentuan penting bahwa untuk bercerai harus ada alasan yang cukup,
yaitu antara pasangan suami istri tidak hidup rukun seperti pasangan

suami istri. Ketentuan imperative Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1

*” Muhammad Syaifuddin, et.al, Hukum Perceraian, hal. 36.
¥ Muhammad Syaifuddin, et.al, Hukum Perceraian, hal. 24.
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Tahun 1974 sudah dijelaskan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975,

menentukan alasan hukum tentang perceraian:

1) Salah satu pihak berzina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain
sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lainnya tanpa alasan yang sah atau karena alasan
lain di luar kesanggupan;

3) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih
berat setelah perkawinan dilangsungkan;

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat
yang membahayakan pihak lain;

5) Salah satu pihak mengalami cacat atau sakit yang menyebabkan tidak
dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

6) Antara suami dan istri ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus
dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Terdapat pula dua alasan lain yang tertuang dalam Pasal 116

Kompilasi Hukum Islam bahwa: Suami melanggar taklik talak dan

peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak

rukunan dalam rumah tangga.m

> Muhammad Syaifuddin, et.al, Hukum Perceraian, hal. 38-39.
% Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No
1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 152-153.
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Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. yaitu,
harus ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum untuk perceraian.
Hal ini sangat mendasar, apalagi bagi pengadilan yang notabene
berwenang memutuskan apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk
dilakukan.”'

Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Cilacap khususnya
cerai gugat, terdapat 3 faktor penyumbang terbesar cerai gugat antara lain:
1) Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan yang menyebabkan
para istri banyak yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan
Agama Cilacap. Masalah ekonomi ini merupakan faktor penyumbang
terbesar cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap. Faktor ekonomi di
Pengadilan Agama Cilacap ini mencapai 14.064 dalam kurun waktu 5
tahun dari tahun 2017-2021 dengan prosentase 47,7%. Masalah
ekonomi ini terjadi disebabkan karena financial yang kurang dan tidak
terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, banyak istri yang
merasa tidak cukup menerima nafkah dari suami, ada pula yang
bahkan tidak dinafkahi sama sekali oleh suami. Hal tersebut
dikarenakan oleh pekerjaan suami yang hanya sebagai buruh

serabutan/ tidak berpenghasilan tetap. Hingga banyak dari mereka

*! Muhammad Syaifuddin, et.al, Hukum Perceraian, hal. 175-176.
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(para istri) rela pergi bekerja keluar negeri. Dengan adanya Pandemi
Covid-19 selama 2 tahun terakhir pada tahun 2020 sampai dengan
2021 juga berdampak pada perekonomian rumah tangga. Dengan
adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sehingga
suami tidak bisa bekerja, lapangan kerja dikurangi dan suami tidak
dapat memberi nafkah yang cukup. Hal tersebutlah yang kemudian
menyebabkan banyak istri menggugat cerai suami.
2) Perselisihan dan Pertengkaran Terus-menerus

Faktor penyebab lain yang melatarbelakangi terjadinya cerai
gugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus lantaran
faktor ekonomi. Dengan alasan bahwa suami tidak dapat memenuhi
kebutuhan istri. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus ini
menjadi faktor terbesar kedua setelah faktor ekonomi. Faktor
perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama
Cilacap ini mencapai 8.980 dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun
2017-2021 dengan prosentase 30,5%. Alasan lain terjadinya
perselisihan dan pertengkaran terus menerus ini juga disebabkan
karena tidak adanya tanggung jawab dari suami, persoalan moral
hingga perselingkuhan.

3) Meninggalkan Salah Satu Pihak
Faktor terbesar ke tiga yaitu meninggalkan salah satu pihak.

Meninggalkan salah satu pihak disim1 adalah suami pergi
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meninggalkan istrinya tanpa izin dan kabar hingga bertahun-tahun.
Faktor ditinggalkan oleh salah satu pihak di Pengadilan Agama
Cilacap ini mencapai 6.155 dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun
2017-2021 dengan prosentase 20,9%.

Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
sudah dijelaskan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan dalam
Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “Salah satu
pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa
izin pihak lainnya tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar
kesanggupan.” Yang dilakukan oleh suami yang meninggalkan istrinya
bertahun-tahun disini mereka pergi tanpa izin dari istri, tidak ada kabar
dari suami serta istri tidak dinafkahi selama ditinggal bertahun-tahun
dan tanpa kabar. Hal tersebut merupakan alasan mengapa banyak istri
menggugat cerai suami.

Faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya perkara cerai gugat
adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Faktor kekerasan dalam
rumah tangga di Pengadilan Agama Cilacap ini sebanyak 68 dalam
kurun waktu 5 tahun dari tahun 2017-2021 dengan prosentase 0,2%.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini awalnya dipicu oleh perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga

hingga berakhir pada kekerasan. Disebabkan suami yang tidak sabar
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menghadapi pertengkaran yang terus terjadi diantara ia dengan
istrinya.

Faktor-faktor pendukung lain yang menjadi penyebab istri
menggugat cerai suaminya antara lain: Madat, Zina, Judi, Mabuk,
Dihukum Penjara, Poligami, Cacat Badan, Kawin Paksa dan Murtad.

Seperti yang sudah di jelaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 sudah dijelaskan dalam Pasal 19 PP No. 9
Tahun 1975, bahwa yang dapat dijadikan alasan perceraian yaitu salah
satu pihak berzina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain
sebagainya yang sulit untuk disembuhkan. Dengan hilangnya sebuah
keharmonisan dalam rumah tangga dan perbuatan menyimpang yang
dilakukan suami, maka banyak dari mereka (istri) memilih untuk
menggugat suaminya, sebab perilaku suami yang sudah tidak dapat
diperbaiki lagi.

Selanjutnya karena salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan dilangsungkan dan
salah satu pihak mengalami cacat atau sakit yang menyebabkan tidak
dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri.

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan juga
bahwa: Suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad

yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
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Hal tersebut yang kemudian menyebabkan istri menggugat cerai
suaminya.

Faktor lain seperti poligami, boleh dilakukan jika atas perizinan
dari istri pertama dan suami dapat berbuat adil pada kedua istrinya.
Ketika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan maka kebanyakan istri
memilih menggugat cerai suaminya.

Terakhir adanya kawin paksa. Pernikahan yang dilaksanakan
yang awalnya karena paksaan/ kawin paksa, juga berakibat pada
pertengkaran dalam rumah tangga hingga berakhir bercerai.

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1
Tahun 1974, khususnya Pasal 19, dijelaskan bahwa perceraian dapat
dilakukan jika ada beberapa alasan penting yang mendasarinya. Jika
tidak demikian, maka pengadilan tidak akan mengambil langkah
perceraian sebagai solusi atas gugatan cerai yang diajukan oleh
penggugat.

Sebagaimana telah ditegaskan di atas, bahwa alasan hukum
perceraian merupakan dasar atau dasar bukti (informasi) yang
digunakan untuk memperkuat tuduhan dan tuntutan atau gugatan
dalam suatu sengketa atau peraturan perundang-undangan, khususnya
UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijelaskan dalam PP No. 9 Tahun
1975, hukum Islam yang kemudian dipositifkan dalam Kompilasi

Hukum Islam, dan hukum adat. Dengan demikian, keberadaan alasan
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hukum perceraian tidak dapat dipisahkan dari perselisthan dalam
perkara perceraian, serta peraturan perundang-undangan sebagai
hukum nasional, termasuk hukum islam dan hukum adat, yang
menjadi dasar atau landasan hukumnya.63
Berikut Rincian Data Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:
Tabel 4.7
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap Tahun

2017 sampai dengan Tahun 2021.

Faktor Tahun
Penyebab Jumlah | Prosentase
Perceraian

2017 [ 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Ekonomi 4163 | 2.793 | 2.448 | 2.506 | 2.154 | 14.064 47,7 %

Perselisihan
dan
Pertengkaran 651 1.512 | 2.325 | 2.043 | 2.449 8.980 30,5%
Terus
menerus
Meninggalka
n Salah Satu 268 1.112 | 1.717 | 1.566 | 1.492 6.155 20,9%
Pihak
Kekerasan
Dalam
Rumah
Tangga

5 21 14 19 9 68 0,2%

82 Muhammad Syaifuddin, et.al, Hukum Perceraian, hal. 176.
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Madat 1 14 7 9 14 45 0,2%
Zina 3 18 7 1 1 30 0,1%
Judi 1 6 6 5 3 21 0%

Mabuk 1 - : r 2 1 0%

Dihuiges 2 4 6 8 9 29 0,1%

Penjara

Poligami 1 1 5 4 1 12 0%
Cacat Badan - - 4 2 4 10 0%
Kawin Paksa 2 12 9 6 7 34 0,1%
Murtad 5 5 6 8 9 23 0,1%
Jumlah dari
Tahun 2016- | 5.098 | 5.498 | 6.554 | 6.177 | 6.145 | 29.472 99.9%
2021

Sumber Data Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama

Cilacap Kelas 1A

3. Alternatif Solusi Mengatasi Perkara Cerai Gugat

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan

suami istri yang menunjukkan keretakan dalam rumah tangga yang dapat

berujung pada perceraian. Keretakan dan kekacauan dalam rumah tangga

bermula dari gagalnya aturan yang telah ditetapkan Allah bagi kehidupan
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suami 1istri berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua
belah pihak. Allah menjelaskan beberapa upaya yang harus dilakukan
untuk menghadapi krisis ini agar tidak terjadi perceraian. Dengan cara ini,
Allah mengantisipasi kemungkinan perceraian dan menempatkannya
sebagai alternatif terakhir yang tidak dapat dihindari.**

Allah SWT. Menetapkan beberapa cara menghadapi kemungkinan
nusyuznya seorang istri, sebagaimana dinyatakan-Nya dalam surat an Nisa

ayat 34:

W pGbl SPLEALST arladll o BAghRR BAhd BXLM DS 4l
P

fad Gle ST O)a Yt Gedle 1545

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka
nasechatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan
pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah
Maha Tinggi lagi Maha Besar.**

Ada tiga tahapan secara kromologis yang harus dilalui dalam
menghadapi istri nusyuz sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut
diatas:

a) Jika ada tanda-tanda istri akan nusyuz, maka suami harus
memperingatkan dan mengajari istrinya dengan menjelaskan bahwa
perbuatannya salah menurut agama dan berisiko kehilangan haknya.

Jika dengan ajaran ini sang istri kembali ke keadaan semula sebagai

* Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan, hal. 190.
chpar{emen Agama Republik Indonesia, al-Qur 'an dan, hal. 84.
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istri yang baik, maka masalah tersebut telah teratasi dan tidak boleh

dilanjutkan.

b) Jika istri tidak menunjukkan perbaikan sikap dan ternyata telah terjadi
nusyuz dengan perhitungan yang objektif, maka suami melakukan
upaya selanjutnya yaitu pisah ranjang, dalam arti menghentikan
hubungan seksual. Menurut para ulama, hijrah dalam ayat tersebut
juga berarti meninggalkan komunikasi dengan istri. Jika cara ini
ditempuh, tidak boleh lebih dari tiga hari.

c) Jika dengan memisahkan tempat tidur istri belum menunjukkan
perbaikan, dan bahkan tetap dalam keadaan nusyuz, maka suami boleh
memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Pukulan
dalam hal ini berupa ta'dib atau edukatif, bukan atas dasar
kebencian,®’

Jika terjadi konflik dalam keluarga, Allah memberi petunjuk untuk
menyelesaikannya. Hal ini terdapat dalam firman-Nya pada surat an-Nisa (4)
ayat 35 yang berbunyi:
it o] Taoh of Tl 22 u&sy il 22 u&s 1B e GUs s O

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari
keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan

* Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan, hal. 192.
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perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Memperhatikan.66

Yang dimaksud dengan hakam dalam ayat tersebut adalah seorang
bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga
tersebut.

Secara kronologis Ibnu Qudamah menjelaskan langkah-langkah dalam
menghadapi konflik tersebut, sebagai berikut:

a) Hakim mempelajari dan menyelidiki penyebab konflik. Jika penyebab
konflik muncul dari keduanya dan keduanya saling menuduh sebagai
perusak dan tidak ada yang mau mengalah, maka hakim mencari orang
yang berwibawa untuk menasihati keduanya.

b) Jika langkah-langkah tersebut tidak membuahkan hasil dan ternyata
pertengkaran kedua belah pihak semakin parah, maka hakim mengangkat
seseorang dari pihak suami dan seseorang dari pihak istri dengan tugas
menyelesaikan konflik tersebut. Keduanya diberi wewenang untuk
menyatukan kembali keluarga yang hendak pecah atau jika tidak
memungkinkan untuk menceraikan mereka, tergantung pendapat mana
yang paling baik dan boleh diikuti.®’

Langkah lain untuk mencegah terjadinya perceraian antara lain adalah

dengan mengikuti bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah dilaksanakan

% Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur ‘an, hal. 84.
% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan, hal. 192.
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untuk mengedukasi masyarakat terutama para pasangan yang hendak
melangsungkan perkawinan.

Kursus pra nikah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam Nomor: DIJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1
dijelaskan sebagai berikut.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

a. Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman,
keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah
tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

b. Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-
kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.

c. Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan
yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi
dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga
dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan
memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul
karimah.

d. Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang
selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat
sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam

mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
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e. Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi
keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian
Agama.

f. Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam
mengikuti Kursus pra nikah.

Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang

1

menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi
kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Maksud dan Tujuan adanya kursus pra nikah terdapat dalam Pasal 2

yang berbunyi:

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan
pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam
mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta
mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam
rumah tangga.

Upaya penyuluhan dan penyadaran hak-hak perempuan harus
diimbangi dengan penyuluhan dan penyadaran tentang makna dan tujuan
perkawinan serta kedudukan perempuan (istri) dalam keluarga menurut
Islam. Kemandirian perempuan dalam bidang sosial dan ekonomi harus
diimbangi dengan penguatan keimanan, bahwa segala sesuatu termasuk

rizki bersumber dari Allah, sedangkan manusia hanyalah kran. Semua
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yang kita dapatkan adalah atas karunia Allah. Berkenaan dengan
tanggung jawab dan perbedaan yang sering terjadi dalam kehidupan
keluarga sulit untuk diselesaikan secara kuratif, namun dapat dilakukan
antisipasi dengan mempersiapkan calon pengantin yang akan menikah
semaksimal mungkin agar agamanya stabil dan terjaga memahami
pernikahan dan bagaimana menjalaninya dengan baik. Demikian pula,
mereka harus memahami tujuan pernikahan dan bagaimana
mencapainya. Oleh karena itu perlu disediakan fasilitas®® contohnya
seperti yang sudah dijelaskan yaitu dengan mengikuti bimbingan/ kursus

pra nikah.

% Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia; Analisis Kritis
Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya”, Jurnal Al-*Adalah, Vol. XII No.1, (Juni,
2014), hal. 203..
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PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitiaan dan pembahasan mengenai Faktor Penyebab

Meningkatnya Perkara Cerai Gugat dan Alternatif Solusi Mengatasinya di Pengadilan

Agama Cilacap Tahun 2017-2021 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A dalam
kurun waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 telah
menerima perkara cerai gugat sebanyak 21.569 dan yang diputus sebanyak
21.364 perkara.

2. Berdasarkan Data Laporan Yang Diterima dan Diputus di Pengadilan Agama
Cilacap Kelas 1A perkara cerai gugat mengalami peningkatan disebabkan oleh
banyak faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Adapun faktor penyebab
yang melatar belakangi meningkatnya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama
Cilacap didominasi karena faktor ekonomi dikarenakan kekurangan nafkah dan
tidak diberi nafkah. Kurangnya nafkah tersebut dikarenakan pekerjaan suami
yang tidak tetap atau buruh serabutan serta banyak dari mereka yang tidak
bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Lalu hal
tersebutlah yang kemudian menyebabkan pada perselisihan dan pertengkaran
terus menerus hingga berakhir bercerai. Perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dalam rumah tangga juga menjadi penyebab terjadinya cerai gugat, lalu

faktor penyebab cerai gugat lainnya ada yang meninggalkan salah satu pihak,
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KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Madat, Dihukum Penjara, Murtad,
Kawin paksa, Poligami, Judi, Cacat Badan, Zina serta Mabuk-mabukan.

3. Solusi dalam meminimalisir terjadinya perkara cerai gugat dapat dilakukan
dengan mengikuti bimbingan/ kursus pra nikah, dan menanamkan nilai-nilai
agama dalam kehidupan berumah tangga. Serta kesadaran diri dengan melakukan
upaya pencegahan/ antisipasi dan mempersiapkan segala hal semaksimal
mungkin sebelum dan sesudah berumah tangga.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan
saran:

1. Kepada segenap masyarakat yang mempunyai sebuah keluarga maupun yang
baru akan memulai berkeluarga, perlu diketahui bahwa pernikahan merupakan
ikatan yang suci yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang
sakinah mawaddah dan rahmah. Baik yang sudah berkeluarga atau yang akan
memulai hidup baru dalam berkeluarga sebelum mengambil keputusan
hendaklah berfikir secara baik-baik serta penuh dengan pertimbangan yang
matang. Bahwasanya setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan
termasuk kita dan pasangan hidup kita. Maka kita harus saling memahami dan
saling melengkapi satu sama lain.

2. Terciptanya keluarga yang bahagia, harmonis serta penuh dengan kasih sayang
tidak bisa hanya diusahakan oleh seorang diri, tentunya harus kita usahakan

bersama dengan pasangan. Perihal perkara yang terjadi di rumah tangga memang
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tidak dapat dihindari namun, dengan kita mengusahakaannya dengan
menghadapinya bersama, sabar, saling terbuka dan bekerja sama dalam mencapai
keluarga yang kita inginkan sedari awal sesuai dengan tujuan pernikahan, maka
hal tersebut lebih baik untuk menghindari pertengkaran yang terjadi di dalam
berumah tangga. Terjadinya pertengkaran tersebutlah yang kemudian
mengakibatkan perceraian. Segala sesuatu yang kita ambil dengan cara emosi
tidak akan menyelesaikan masalah apapun justru akan berujung pada penyesalan.
Dan harus diingat kembali, pernikahan dilakukan semata-mata untuk beribadah
kepada Allah SWT dan menyempurnakan setengah agama serta menghindari diri
dari perbuatan zina. Hendaklah sebelum melakukan perbuatan tercela harus

berfikir kembali tentang dampak yang akan didapatkan.
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber: Hakim Drs. Munjid Lughowi

1;

Kapankah suatu gugatan istri yang telah diajukan ke Pengadilan Agama mulai
di proses. Dan berapa lama waktu yang diperlukan sampai perkara tersebut
selesai?

Apakah bisa bercerai tanpa tanda tangan suami?

Bagaimana jika pihak yang akan bercerai berada di luar negeri?

Bagaimana jika kedua pihak yang akan bercerai sama-sama berada di luar
negeri?

Pernahkah ada upaya perdamaian?

Apakah gugatan dapat dibuat secara lisan?

Apakah dalam berperkara bisa mengubah gugatan, dalam artian alasannya
berubah?

Apakah sebuah gugatan bisa dicabut?

Bagaimana caranya dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi seorang istri

dalam mengajukan gugatannya?

10. Faktor apa yang mendominasi meningkatnya perkara cerai gugat?

Narasumber: Panitera Muda Hukum Hj. Amini, S.H.

1;

Jika dalam berperkara bisa mengubah gugatan, dalam artian alasannya

(posita) berubah. Apakah nomor registernya juga diganti?

Narasumber: Kasubag T1 & Perencanaan H. Idris, S.H.
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Kapan pencabutan dan perubahan gugatan dapat dilakukan?

Narasumber: Pegawai PTSP Ninda Rizqgi Rofiqoh, S.Pd.

1.

Bagaimana cara berperkara cerai gugat/ mekanisme berperkara cerai gugat
(dari awal pelayanan pendaftaran sampai persidangan) dari langkah pertama?
Apakah cerai gugat dapat dilakukan tanpa tanda tangan suami?

Apa saja berkas perceraian yang harus diajukan ke Pengadilan Agama?

Berapa biaya panjar berperkara di Pengadilan Agama?
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Data Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap Tahun
2017
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Data Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap Tahun
2018

Dipindai dengan CamScanner



LAFORAN FARTOR-FAKTOR PENYERAR TERIADINY A PERC ERAIAN
PADA FENGAIILAN AGAMA CHLACAP
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Data Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap Tahun
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Dipindai dengan CamScanner
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FOTO WAWANCARA

Bapak Hakim Drs. Munjid Lughowi Bapak Kasubag TI & Perencanaan
H. Idris, S.H.

Ibu Panitera Muda Hukum Pegawai PTSP (Tempat pelayanan

Hj. Amini, S.H. berperkara perceraian)
Ninda Rizqi Rofiqgoh, S.Pd.
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